
PEDO 

Menim ang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 65 TAHUN 2023 

TENTANG 

PELAKS AAN REGISTER NASIONAL CAGA BUDAYA, 
E STARIAN CAGAR BUDAYA, DAN PENGELO AAN 

KAWASAN CAGAR BUDAYA 

DENGAN RAHMAT T HAN YANG MAHA ESA 

a. 

c. 

BUP TI T SIKMALAY A, 

bahwa keberadaan Cagar Budaya di a b . paten 
Tasikmalaya m erupakan kekayaan kult ral yang 
mengandung n ilai-nilai kearifan budaya 1 k yang 
penting sebagai da ar pembangull.an kepribadian, 
pembentukan jati diri, serta benteng ketah' n a sosial 

masyarakat, sehingga upaya tu enjaga 
ariann a menjadi anggung j awab sam. semua 

pi ak; 
bah a dalam u paya menja ga keles tarian eagar budaya, 

ca k prehen if erlu dilakukan 'n ve tarisasi, 
reg'stra si, pelestarian eagar budaya dan p e gelolaan 

awasan eagar budaya di Ka bupaten Tasikmalaya; 
b' wa erdasarkan keten tuan Pasal yat (3) 
Pe aturan Pem erintah Nomor 1 Tah n 2022 tentang 
Registe Nasion al d Peles tarian Cag r Budaya, 
P n yel ggara a n Register Na sional menja di tanggung 
ja ' a b Bupati ses ai dengan kewenangan; 
bahwa berda sarkan ketentuan Pasal 13 uruf a dan 
h u ruf f Pera u ran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Nomor 1 Tahun 20 14 tentang Pelestarian dan 
Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, 
Pem erin ah Daerah sesuai kewenangan menetapkan 
e 'k a p lestarian agar Budaya, dan membuat 
peratu an Pengelolaan Cagar Budaya; 

e. bahwa b erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman 
Pelaksanaan Register N asional Cagar Budaya, 
Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Kawasan 
Cagar Budaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang- Un dang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
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Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengga nti Un dang-Un dang Nom or 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahu n 023 
Nomor 41 , Ta m bahan Lembaran Negara Rep lik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentan g Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negar a R publik 
Indonesia Nomor 5168); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 t entang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta h un 20 14 Nomor 224 , Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir den gan ndang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen etapan 
Pera turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nom or 2 Tahu n 2022 ten t ang Cip ta Kerj m enjadi 
Un d ang-Undang (Lembaran Negara Republik I . donesia 
tahun 2022 Nom or 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6756) ; 

5. Undang-Undang Nom or 5 Tahun 2 0 17 tentang 
Pem ajuan Kebu dayaan (Lem baran Negara Republik 
Indonesia tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6055) ; 

6 . Per a turan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang 
Museum (Lembaran Negara Republik In donesia tahun 
2015 Nomor 195 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5733); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 
Budaya d i Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Da erah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) ; 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikrnalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA, PELESTARIAN 
CAGAR BUDAYA, DAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR 
BUDAYA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu an Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. emerint Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang m em egang 

pemerintahan negara Republik Indonesia ya ng diba tu oleh 
iden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

D sar Ne ara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Menteri dalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin ta han di 

bidang k budayaan. 
3 . Daerah abupaten yang sela njutnya disebut Daerah adalah daerah 

Kabu pat n Tasikmalaya. 
4. Bupa ti a ala h Bupati Tasikmalaya. 
5. Pem erint Daerah adalah Bupati sebagai u n sur penyelenggara 

pem erint an daerah yang memim pin pelaksanaan u rusan pem er intahan 
yan g me jadi kewenangan daerah otonom. 

6. Perangk Daerah a dalah unsur pembantu Bu pa ti dan Dewan Perwakilan 
Rakyat D erah dalam penye1enggaraan urusan pemerintahan yang m enjadi 
kewen an a n daerah. 

7. Cagar B daya adalah warisan budaya bersifa t kebendaan beru pa Benda 
Ca gar B daya , Banguna n Ca gar Budaya , Struktur Ca gar B daya, Situ s 
Cagar B daya, dan Kawasan Cagar Budaya di dara t dan jatau d i air yang 
perlu d i starikan k e beradaannya karena m emiliki nilai pen ting bagi 
sejarah, ·lmu pengetahuan, pendidikan, agama, danj atau kebudayaan 
melalui p oses penetapan. 

8. Benda C gar Budaya adalah benda ala...li dan j atau ben da bu atan manusia, 
baik ber erak m aupun tidak bergerak , berupa kesatuan atau kelompok, 
atau ba an-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat 
dengan k budayaan dan sejarah perkembangan manusia. 

9 . Bangun Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 
alam at benda buatan m anu s ia untuk rnernenuhi kebutuhan ruang 
berdindi g danj atau tidak berdinding, dan beratap. 

10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 
alam d j atau benda buatan rnanusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 
kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk 
rnenamp n g kebutuhan rnanusia. 

11. Situs Ca ar Budaya a dalah lokasi yang berada di darat dan j a tau di air yang 
mengand ng Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Bu daya , danj atau 
Struktur agar Budaya sebagai hasil k egiatan rnanusia a tau bukti kejadian 
pada rna a lalu. 
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12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua 
Situs Ca ar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan danjatau 
memperli atkan ciri tata ruang yang khas. 

13. Objek ya g Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah 
benda, b gunan, struktur, danjatau lokasi yang diduga memenuhi 
kriteria s bagai Cagar Budaya. 

14. Kepemili an adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya 
dengan etap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk 
melestari annya. 

15. oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh 
am menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan 
lestarian Cagar Budaya. 

16. Pengalih adalah proses pemindahan hak Kepemilikan danjatau 
pengua s an Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang la i atau 
k epada n gara. 

17. Kompens si adalah imbalan berupa uang danj atau bukan uang an 
Pem erint Pusat atau pemerintah daerah. 

18. In s n tif alah dukungan berupa a dvokasi, perbantuan, atau bentu k lain 
rsifa t ondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari 

Pem rint Pusat atau pemerintah daerah. 
19. P ndaft an adalah upaya pencatatan bend a, bangunan, strukt r, lokasi, 

dan j ata satuan ruang geografis u ntuk diusulkan sebagai Cagar Budaya 
kepa d a P merintah Daerah k dan selanjutnya dimasukkan dalam register 
nas ion al agar Budaya. 

20. Pen eta pa adalah pemberian s tatus Cagar Budaya terhadap benda, 
ba gun , struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dil kukan 
oleh Pem rintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar udaya. 

21. Pem erin atan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya 
berda sar an kepentingannya. 

22. Pen catat adalah tin dakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam register 
na ion al agar Budaya. 

23. Register a sional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register asional 
adalah d ftar resmi kekayaan bu daya bangsa berupa Cagar Bu d ya yang 
berad a d ' dalam dan d i luar negeri. 

24. Penca bu a dalah penarikan kembali keputusan Penetapan sta tus Cagar 
Budaya tau surat keterangan Kepemilikan e a gar Budaya oleh pejabat 
yang be enang. 

25. Penghap san adalah tin dakan menghapus s tatus e agar Budaya dari 
Register asional. 

26. Pengelol n adalah upaya terpadu untuk m elindu n gi, mengembangkan, 
dan me anfaatkan Cagar Budaya meIalui kebijakan pengaturan 
perencan an, peIaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya 
kesejaht aan rakyat. 

27. Pelestari adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan 
Cagar B aya dan nilainya dengan cara meIindungi, mengembangkan, dan 
memanfa tkannya. 

28. Pe1indun an adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, 
kehancu an, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, 
zonasi, p meliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. 

29. Penyel atan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi 
Cagar B daya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 

30. Pengam an adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari 
ancaman danj atau gangguan. 

31. Pemelih aan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik eagar 
Budaya t tap lestari. 
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32. adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda eagar Budaya, 
Banguna eagar Budaya, dan Struktur eagar Budaya yang rusak sesuai 
dengan k aslian bahan, bentuk, tata letak, danjatau teknik pengerjaan 
untuk me perpanjang usianya. 

33. Pengemb gan ada1ah peningkatan potensi ni1ai, informa si, dan promosi 
eagar Bu aya serta pemanfaatannya me1alui pene1itian, revitalisasi, dan 
adaptasi ecara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan 
Pelestari 

34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode y g sistematis untuk mempero1eh informasi, data, dan keterangan 
bagi kep ntingan Pe1estarian eagar Budaya, ilmu pen getahuan, dan 
Pengemb gan kebudayaan. 

35. Revitalisa i adalah kegiatan Pengem bangan yang dituju kan untuk 
m e n u mb kan kembali nilai-nilai penting eagar Budaya dengan 
p enyesuai n fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan pr in sip 
Pelestaria dan n ilai budaya masyarakat. 

36. Adaptasi da1ah upaya Pengembangan eagar Budaya untuk kegiatan ang 
1 bih ses ai dengan kebutuhan m asa kini dengan me1akukan peruba han 
terbatas ang tidak akan mengakibatkan kemerosotan ni1ai pen ti gnya 
atau k eru akan pada bagian yang mempunyai nilai penting. 

37. Pem anfaa an ada1ah pen dayagunaan eagar Budaya untuk kepen t ingan 
sebesar-b sarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap m empertahankan 
kelestari nya. 

38. Perbanya an adalah kegiatan du plikasi langsung terhadap Ben da eagar 
Bud aya, angunan eagar Budaya , atau Struktur e agar Budaya , baik 
se1u ruh aupun bagian-bagiannya. 

39. Zonasi ad ah penentuan batas-batas keruangan Situs eagar Budaya dan 
Kawasan agar Budaya sesuai dengan kebutuhan . 

40. Setia p Or g adalah perseorangan, kelompok orang, m a syarakat, badan 
usah a ber a dan hukum, danj atau badan usaha bukan berbadan h kum. 

41. Tim Ahli agar Budaya adalah kelom pok ahli Pelestarian dari berbagai 
bidang il u yang m emiliki s er t ifika t kom peten si untuk mem erikan 
rekom end si Penetapan, Pem eringkatan, dan Penghapusan e agar Budaya. 

42. Tenaga Ii Pe1estarian adalah orang yang karena kom peten si keahlian 
khususny dan jatau memiliki sertifikat di b idang Pelindungan, 
Pengemb gan, atau Pemanfaatan e agar Budaya. 

Pasal2 

(1) Maksud itetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang 
komprehe sif dalam rangka inventarisa si, Registrasi Nasional, pelestarian 
eagar Bu aya, dan penge10laan Kawasan eagar Budaya d i Daerah. 

(2) Tujuan d tetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan 
inventaris si, Registrasi Nasional, pelestarian eagar Budaya, dan 
pengelola n Kawasan eagar Budaya di Daerah terselenggara dengan tertib. 

Pasal3 

(1) Ruang lin kup Peraturan Bupati ini sebagai berikut: 
a. pel sanaan Register Nasional; 
b . pe1es arian eagar Budaya; 
c. peng lolaan Kawasan eagar Budaya; 
d. Tim endaftaran, Pelestarian dan Penge101aan eagar Budaya dan 

Kaw san eagar Budaya; 
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e. Inse tif dan Kompensasi; 
f. pen awasan; 
g. pen anaan. 

(2) eagar B daya dan Kawasan eagar Budaya yang diatur dalam Peraturan 
Bupati i i, meliputi eagar Budaya dan Kawasan eagar Budaya yang 
menjadi ewenangan Daerah. 

(1) 
a . 
b. 

BAB II 
PELAKSANAAN REGISTER NASIONAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal4 

an Register Nasional dilakukan terhadap ODeB: 
dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang; 
penemuan; danl a tau 
pencarian. 

(2) an Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

a . aftaran ODeB; 
b . k ajian ODeB; 
c. tapan ODeB; 
d . ringkatan eagar Budaya; 
e. atatan eagar Budaya; 
f. Pen hapusan eagar Budaya; dan 
g. Pen alihan hak Kepemilikan. 

Bagian Kedua 
Penemuan dan Pencarian 

Paragraf 1 
Penemuan 

Pasal 5 

(1) Setiap menemukan ODeB wajib melaporkan temuannya 
kepada: 
a. Per gkat Daerah yang menyelen ggarakan u rusan pemerintahan 

dae ah di bidang kebudayaan; 
b. Kec atan yang wilayah kerjanya meliputi tempat ditemukan objek 

but; 
c. yang merupakan wilayah tem pat ditemukan objek tersebut; danl 

ata 
d. Kep lisian Negara Republik Indonesia. 

(2) Pelapor penemuan ODeB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakuka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitun sejak ditemukan. 

(3) Setiap 0 ang yang menemukan ODeB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dap t memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan 
pelapora . 

(4) Pelapora penemuan ODeB kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagai ana dimaksud pada ayat (I) huruf d dilakukan sesuai ketentuan 
peratur perundang-undangan. 
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Pasa16 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat 
dilakuka secara lisan atau tertulis . 
Perangka Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang budayaan, Kecamatan dan Desa yang menerima laporan 
sebagaim a dimaksud pada ayat (1), membuat laporan penemuan ODCB 
paling se ikit memuat: 
a. ident tas pelapor dan I atau penemu; 
b. tan al penemuan; 
c . iden 'tas objek; 
d. tang al pelaporan; dan 
e. lok a i penemuan. 
Laporan enemuan ODCB sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) yang 
d ibu at 01 h Kecamatan dan Desa disampaikan kepada Perangka t D erah 
yang m nyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bid g 
kebudaya 

Pa sal 7 

(1) P rangka Daerah yang m enyelenggarakan u rusan pemerintahan daerah di 
bidang budayaan menindaklanjuti la poran sebagaimana dim aksud 
dalam P sal 6 dengan melakukan pengkajian terhadap ODC yang 
ditemuk 

(2) Pen gkaji terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan 
m elalu i t apan: 
a. iden ifikasi ODCB; 
b. cara; dan 
c. sun an laporan h asil pen gkajian. 

(3) Berda sar an hasil pen gkajian terh adap ODCB sebagaim ana dim aksud 
pada ay t (2), Pera ngkat Daerah yang m enyelenggaraka urusan 
pemerint a n da erah di bidang k ebu dayaan m enyampaikan k embali ODCB 
kepa da p nemu untuk didaftarkan. 

(4) Penyamp 'an kembali ODCB sebagaimana dimaksu d pada ay t (1) disertai 
dengan s rat keterangan yang memuat pernyataan s ebagai ODCS atau 
bukan 0 CB. 

(5) Surat ket ran gan sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) disa m paikan dalam 
jangka w tu paling lama 21 (du a pulu h satu) hari kerja terhitung sejak 
laporan p nemuan diterima oleh Pera ngkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan p merintahan daerah di bidang kebudayaan. 

(6) Dalam h 1 ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana 
pada ayat (5) ditembuskan kepada menteri yang 

menyelen arakan urusan pemerintahan di bidang kelautan danl atau 
gubernur sesuai dengan kewenangan. 

Paragraf 2 
Pencarian 

Pasal8 

(1) Pencari dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air 
dengan c 
a. peng alian; 
b. laman; dan/atau 
c. gkatan. 
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(2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
melalui P nelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan danl atau 
penguasa lokasi. 

(3) Pencarian ODCB melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal9 

(1) Pencarian ODCB yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelen garakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, 

an setelah berkoordinasi dengan Menteri. 
(2) Setiap Or g dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin 

Bupati. 
(3) Izin penc rian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ib r ikan 

berdasar lokasi pencarian, yang terdiri atas: 
izin encarian di darat ; dan 

b . izin encarian di air. 
(4) lzin penca ian ODCB d i darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h uruf a 

t erdir i a ta : 
a. encarian ODCB di luar Situ s Cagar Budaya a tau Kawasan Cagar 

a ; dan 
b. encarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan 

Budaya. 
(5) Izin pen c rian ODCB di air sebagaimana d imaksud pada ayat (3) uruf b 

diberikan untu k pencarian ODCB di sungai, dan au , waduk, s m u r , dan 
rawa di ayah Daerah. 

Pasall0 

(1) Sebelu m engajukan izin pencarian sebagaimana dimaksu d da am Pasal 8 
ayat (3), S tiap Orang yang m elakukan pencarian ODCB haru s mem iliki izin 
tempat p ncarian dari pem ilik danl atau yang men gua sai loka si untuk 
pencaria n ODCB d i darat dan I atau di air. 

(2) Izin temp t pencarian sebagaimana dimaksud pada aya t (1) d ilaksanakan 
sesuai de gan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pa sal l l 

(1) Untuk m ndapatkan izin pencarian ODCB, Setiap Orang mengajukan 
permoho an izin kepa da Bupa ti m elalui Perangkat Daerah yang 
menyelen garakan urusan p emerintahan daerah di bidang kebudayaan 
disertai d ngan: 
a. prop sal; 
b. doku en perjanjian kerja sarna dengan lembaga penelitian di bidang 

arke logi milik Pemerintah Pusat danl atau lembaga pendidikan di 
bida g arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan 

c. sura izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat 1). 

(2) Proposal engajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a p ·ng sedikit memuat: 
a. ident tas pemohon; 
b. mak ud dan tujuan pencarian; 
c. meto e dan teknik pencarian; 
d. loka 
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e. jadw pencarian; 
f. sumb r daya manusia yang berkompeten; 
g. jenis eralatan yang memadai; dan 
h. pemb ayaan. 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran 

Pasal12 

(1) Setiap 0 ang yang memiliki danjatau menguasai ODeB wajib 
mendaftar an kepada Bupati tanpa dipungut biaya. 

(2) Setiap Or g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat m m berikan 
kua s a kep da pihak lain untuk melakukan Pendaftaran. 

(3) ODeB y g Dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilik nya 
didaftark oleh Bupati. 

(1 ) 

(2) 

m enjadi t 
pem erint 
Pen daftar 
me glS l 

mem u a t: 
a. n am 
b. lokas 

Pasal 13 

Pendaftaran ODeB sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 12 
ggungjawab Perangkat Daerah yang menyelen ggarakan rusan 
an daerah di bidang kebudayaan. 

ODeB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
rmulir secara m anual danjatau elektronik, pali g edikit 

c. ident tas pendaftar; 
d. t Kepemilikan ODeB; dan 

singkat ODeB. 
(3) ODeB sebagaimana dim aksud pada ayat (1 ) harus disertai 

dengan: 
a. fotok pi identita s diri pendaftar ; 
b. DeB; 
c. doku en pen dukung; dan 
d. ODe jik a dapat dibawa. 

(4) Setelah endaftaran ODeB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinyatak len gkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerinta an daerah di bidang kebudayaan memberikan tanda bukti 
Pendaftar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja. 

(5) Setelah m mberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) P rangkat Daerah yang m enyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah di idang kebudayaan melakukan: 
a. asi ODeB; 
b. entasi ODeB; dan 
c. pen sun an deskripsi ODeB. 

(6) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODeB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti 
Pendaftar n. 
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Pasal14 

Dalam hal ber sarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi 
ODCB sebagai ana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dinyatakan benar dan 
memenuhi sya at, dokumen Pendaftaran ODCB diserahkan kepada Tim Ahli 
Cagar Budaya ntuk dilakukan pengkajian. 

Pasal15 

(1) Setiap Or ng dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB. 
(2) Partisipas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. erikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan I atau yang 
asai ODCB untuk melakukan Pendaftaran ; 

b. erikan informasi danl atau membantu mencatat ODCB; 
c . antu proses pengumpulan data; dan/ atau 
d. mel kan pengawasan terha d a p proses Pendaftaran. 

(3) Setia p 0 ang yang ber part isipasi dalam Pendaftaran sebagaim na 
·m aksud p ada ayat (I) wajib menjaga kerahasiaan data ODCB. 

Bagian Keempat 
Pengkajian 

Pasal1 6 

(I) Pen gkaji ODCB dilaksanakan oleh Tim Ahli Ca gar Bu d aya. 
(2) Tim Ahli agar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

denga n K putusan Bupati. 
(3) Tim Ah li agar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m em punyai 

tuga s: 
a. m el 
b. m el 
c. 
d. 
e. m ere 

kan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan; 
kan klasifikasi ata s jenis ODCB; 

omendasikan Penetapan statu s Cagar Budaya; 
omendasikan peringkat Cagar Budaya; dan 
omendasikan Pen ghapu s an eagar Budaya. 

Pasal 17 

(1) Pengkajia ODeB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan 
dengan c a: 
a. ident fikasi; 
b . klasi asi; dan 

·an kriteria ODeB. 
(2) ODeB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

a. sebagai eagar Budaya a tau bukan eagar Budaya; dan 
b. perin kat Cagar Budaya. 

(3) Dalam m lakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim 
Ahli Cag Budaya dapat memohon batuan kepada unit organisasi pada 
kementeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kebuday Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerint an daerah di bidang kebudayaan Provinsi atau Perangkat 
Daerah y g menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
kebudaya Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(1) 

(2) 

Berdasar 
Ahli Cag 
a. reko 
b. 
Rekomen 
Bupati. 
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Pasal 18 

hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim 
Budaya mengeluarkan: 
endasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan 
endasi peringkat Cagar Budaya. 
asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

Pasal19 

Dalam hal b rda sarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya 
sebagaimana imaksud dalam Pasal 17 d itemukan ODCB yang mem iliki arti 
khusus bagi m syarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenu hi k r iteria 
Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perun da ng­
undangan, Ti Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi Penetapan s ta tu s 
danj a tau peri gkat kepada Bupati. 

Bagian Kelima 
Penetapan, Pemeringkatan, dan Pencatatan 

Pasa120 

(1) Berdasar an rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pa a1 18 ayat (1), Bupati menetapkan keputusan m ngen ai status 
ODCB me jadi Cagar Budaya dan m enentukan peringkat Cagar Bu daya. 

(2) Dalam h ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) merupakan enda, 
stru ktur, bangunan, a tau lokasi yang menjadi bagian dari Situ s Cagar 
Budaya tau Kawasa n Cagar Bu daya yang telah ditetapkan, Bupati 
mengub keputusan Penetapan sta tus Situs Cagar Budaya atau Kawasan 
Cagar Bu aya berdasarkan rekom endasi Tim Ahli Cagar Bu daya. 

Pasa l 21 

(1) Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam 
yat (1) paling sedikit mem uat nama dan alamat Cagar Budaya. 

(2) Keputus Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dim aksud pada 
ayat (1) d' en gkapi dengan lampiran yang memuat: 
a. ident tas Cagar Budaya; 
b. des ipsi Cagar Budaya; 
c. krite ia Cagar Budaya; dan 
d. pemilik danjatau yang mengua sai Cagar Budaya. 

(3) agar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling 
muat: 

a. 
b. koor inat; 
c. peta; danjatau 
d. foto. 

(4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf 
b paling s dikit m emua t: 
a. ukur 
b . bent k; 
c. bah ; dan 
d . 
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Pasal22 

(1) Keputus peringkat eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 
ayat (1) ping sedikit memuat: 
a. eagar Budaya; 
b. t atau lokasi eagar Budaya; 
c. kat eagar Budaya; dan 
d. pemilik danl atau yang menguasai eagar Buday a . 

(2) peringkat eagar Budaya Budaya sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) p rlu diubah, perubahan dapat berupa: 
a. ken kan peringkat; atau 
b. kore si p eringkat. 

(3) Perubah peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berda sar 
a . h a sil evaluasi Tim Ahli eagar Budaya; atau 
b. usul n Bupati dan rekomendasi Tim Ahli eagar Budaya. 

Pa sa123 

(1) status eagar Budaya dan peringkat eagar Budaya seba gaimana 
dalam Pasal 21 dan Pasal 22 d isampaikan ke dalam Register 

Nas ional u ntu k dilakukan Penca tatan sesuai ketentuan pera turan 
perun dan -undangan. 

(2) Setelah a gar Budaya tercatat d alam Register Nasional seb g imana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati men erbitkan sura t keterangan men genai: 
a. stat eagar Budaya; dan 
b. Kepe ilikan berdasarkan bukti yang sah. 

(3) Sura t k e era n gan sebagaimana dim a ksud p ada ayat (1 ) d is ampaikan 
kep d a p milik eagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 
bela s) har kerja terhitung sejak diterbitkan. 

(4) Sura t ket rangan Kepem ilikan eagar Budaya sebagaimana d imak s d pada 
ayat (1 ) h rufb da pat diubah sesuai dengan Pengalih an Kepemilikan eagar 
Budaya. 

(5) Dalam h terdapat Pengalih an Kep emilikan eagar Budaya s eb a gaimana 
dimak u d pada ayat (3) , Bupati sesuai d engan kewenangan me erbitkan 
surat ket rangan Kepemilikan eagar Budaya yang baru. 

(6) Selain m e yampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksu d pada ayat 
(2), Bupat menyerahkan juga salinan keputusan peringkat e agar Budaya. 

Ba gian Keenam 
Penghapusan 

Pa sal 24 

(1) an eagar Budaya diusulkan kepada Menteri sesuai ketentuan 
peratur perundang-undangan. 

(2) Penghapu an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila 
eagar Bu aya: 
a. mus ah; 
b. hilan dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; 
c. men alami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan 

keas . annya; atau 
d. di ke udian hari diketahui statusnya bukan eagar Budaya. 

(3) Penghap an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
eagar B daya mengakibatkan keputusan mengenai peringkat eagar 
Budaya ti ak berlaku. 
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Pasal 25 

(1) Penghapu an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditindaklanjuti 
dengan p nerbitan keputusan Bupati mengenai Pencabu tan keputusan 
Penetap eagar Budaya. 

(2) Berdasar an keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) , 
diterbitk surat keterangan Bupati mengenai Pencabutan atas: 
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan 
b. surat keterangan Kepemilikan eagar Budaya. 

(3) Surat ket rangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 
pemilik d I a tau yang menguasai e agar Budaya yang sudah dicabut 
statusnya 

Pa sa126 

(1) aya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional a pat 
kembali apabila: 

a . Budaya yang hilang ditem ukan kembali; atau 
b . at kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu. 

(2) Pe kembali dapat diajukan oleh Bupati, atau Setiap Orang yang 
m m iliki an/atau menguasai eagar Budaya sebagaimana dimak u pada 
aya t (1). 

(3) Pen daftar kembali sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
gan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dima k sud dalam Pasal 
den gan Pasal 14. 

Bagian Ketujuh 
Pengalihan Kepemilikan 

Pa s al 27 

eagar Bu daya yang telah dicatat dalam Register N asional yang dim iliki oleh 
Setiap Orang a pat dialihkan Kepemilikannya . 

Pa sal 28 

(1) Pengaliha Kepemilikan Cagar Budaya se b a gaimana dim aksud dalam Pasal 
27 dapat iberikan kepada: 
a. mas arakat hukum a dat; atau 
b. Setia Orang. 

(2) Pengalih Kepemilikan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat ilakukan dengan cara: 
a. diw . skan; 
b. dihib kan; 
c . ditu arkan; 
d. diha iahkan; 
e. diju; 
f. diga ti rugi; dan I atau 
g. pene apan atau putusan pengadilan. 

(3) Pengaliha Kepemilikan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilak anakan sesuai dengan ketentuan p eraturan perundang­
u n dang 



(1) 

(2) 

kewenan 
penetap 
Permoho 
Bupati 
pemerint 
sur at ket 
eagar B 
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Pasal29 

Kepemilikan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
kan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan 
an kecuali Pengalihan Kepemilikan eagar Budaya melalui 

atau putusan pengadilan. 
an izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
elalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
an daerah di bidang kebudayaan, dan wajib dilengkapi dengan 

rangan status eagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan 
aya. 

Pasal30 

(1) Perangka Daerah yang menyelen ggarakan urusan pemerintahan dae a h di 
b idang kebudayaan melakukan verifikasi administratif terh a dap 
permoho an izin Pengalihan Kepemilikan eagar Budaya sebag ana 
dim aksu dalam Pasal29. 

(2) an hasil verifikas i sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), upati 
menerbit an izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 
14 (empa belas) hari kerj a terhitung sejak permohonan izin diterim a . 

(3) Dalam h berdasarkan h asil verifikasi sebagaimana dimaksud pa da ayat 
(1) perm honan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Bupati m em berikan 
ala san p nolakan beserta pertim bangan penolakan kepada perno . on dalam 
jangka aktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitu n g sejak 
perm oho an izin diterima. 

Pasal31 

(1) Kepemilikan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 29 wajib 
dilapork oleh pemilik baru eagar Budaya kepada Bupati. 

(2) Laporan Pengalih an Kepemilikan eagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada aya (1 ) dilampir i dengan: 
a. izin Pengalihan; 
b. keterangan status eagar Budaya; dan 
c. sur t keterangan Kepemilikan eagar Budaya. 

(3) Selain do men sebagaimana dim aksud pada ayat (2) , pemilik baru eagar 
Budaya j ga harus melampirkan: 
a. keterangan ahli waris u ntuk eagar Budaya yang diwariskan; 
b. pernyataan hibah untuk e agar Budaya yang dihibahkan; 
c. perjanjian tuka r menukar untuk e agar Budaya yang ditukarkan; 
d. pernyataan dari pemberi h a diah untuk eagar Budaya yang 

iahkan; 
e. perjanjian jual beli untuk eagar Budaya yang dijual; atau 
f. berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi. 

(4) Pengalihan Kepemilikan eagar Budaya melalui penetapan atau 
engadilan, laporan Pengalihan se bagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disam aikan dengan melampirkan: 
a. sur t keterangan status eagar Budaya; 
b . sur t keterangan Kepemilikan eagar Budaya; dan 
c. sali an penetapan atau putusan pengadilan. 

(5) Berdasar an laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bupati nerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan eagar 
Budaya an perubahan nama pemilik eagar Budaya dalam Register 
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sejak me 
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alam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
erima laporan Pengalihan. 

nama pemilik eagar Budaya dalam Register N asional 
na dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

BAB III 
PELESTARIAN eAGAR BUDAYA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pa sa1 32 

(1) Pe estari eagar Budaya meliputi: 
a. Peli dungan; 
b. mbangan; dan 
c . Pem nfaatan, 

agar Bu aya di darat dan di air. 
(2) Setiap 0 ang dapat berperan serta melakukan Pelesta rian eagar Budaya 

s bagaim a dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Kedua 
Pe1indungan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal33 

(1) an eagar Bu daya sebagaimana d imaksu d dalam Pasal 32 ayat (1) 
huru f a ertu juan u ntuk m empertahankan keberadaannya dari an cam an 
kerusak , kehancuran, a t au kem usnahan yang disebabkan leh faktor 
alam dan atau ga ngguan m anus ia. 

(2) Pelin dun an eagar Budaya dilakukan oleh Bupati dan/ atau Setiap Orang 
yang me iliki dan/ atau men gua sainya . 

(3) Setiap 0 g dapat berperan serta m elakukan Pelindu ngan e a gar Budaya 
yang buk d imiliki dan/ atau dikuasainya. 

(4) Pelindun a n eagar Budaya sebaga imana dimaksud pa da ayat (1) sampai 
dengan a a t (3) d ilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. 

Pelindungan s 
a. Penyela 
b. Pengam 
c. sistem Z 
d . Pemelih 
e. 

(1 ) 

Pasa134 

bagaimana dimaksud dalam Pasa133 eagar Budaya berupa: 
tan; 

Paragraf2 
Penyelamatan 

Pasal35 

atan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 huruf 
untuk: 
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a. men egah kerusakan karena faktor alam danl atau gangguan manusia 
yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang 
men ertainya; dan 

b. men egah pemindahan dan beralihnya kepemilikan danf atau 
pen asaan eagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan 

ran perundang-undangan. 
(2) tan eagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika 

dengan meminimalisir dampak kerusakannya. 

Pasal 3 6 

(1) Penyelam tan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
dilakuk dalam: 

(2) 

(3) 

a . 
b . 

an biasa; dan 
an darurat. 
iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupa an 
g berpotensi mengancam kelestarian eagar Budaya. 

arurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meru pakan 
g mengancam kelestarian eagar Budaya. 

Pasal37 

(1) Penyelam tan eagar Bu d aya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan 
darurat s bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 6 dapat dilakukan terhadap 
eagar Bu aya yang terdapat di darat dan di air . 

(2) Penyelam tan e a gar Budaya di darat sebagaimana dim aksud pada ayat (1) 
dilakuk den gan cara: 

(3) 

a. dahan; 
b. peny m panan; 
c. 
d. 

a. 
b. 
c. 
d. 

pen okumentasian; dan/ atau 
angun pelindung. 
tan e agar Budaya di air sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
dengan cara: 

gkatan; 
daha n; 

pen m panan; danl a tau 
pen okumentasian. 

Pasal38 

(1) tan eagar Budaya d i air se bagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (3) h ruf a dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan k budayaan danl atau Setiap Orang. 

(2) Perangka Daerah yang membidangi urusan kebudayaan danl atau Setiap 
Orang y g melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus b rkoordinasi dengan Menteri seSUal ketentuan peraturan 
perunda g-undangan. 

(3) Pengang atan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah 
yang me bidangi urusan kebudayaan danl atau Setiap Orang dapat 
bekerja ama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang 
pengang atan eagar Budaya. 
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Pasa139 

(1) Pemind an Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) 
huruf a ayat (3) huruf b dilakukan oleh oleh Perangkat Daerah yang 
membida gi urusan kebudayaan. 

(2) Pemind an Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan 
melapork kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
kebuday n. 

(3) Pelaksan an pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan a at (2) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan 
keselama a n nya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. 

(4) Pemind an Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan yat (3) dilakukan sesuai dengan standar pemindahan Cagar 
Budaya b rdasarkan ketentuan p eraturan perunda ng-undangan. 

Pa sal40 

(I) an Cagar Budaya seba gaim ana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(2) h ruf dan ayat (3) huruf c ditem patkan di dalam atau di luar ruangan 
s sua i d ngan standar penyimpanan berdasarkan ketentuan pera turan 
p ru n d g-undangan. 

(2) Penyimp n a n sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Perangka Daerah yang menyelengga rakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang k budayaan. 

(3) Penyim p an sebagaiman a dimaksu d pada ayat (1) dapat d ilakukan oleh 
Setia p rang dengan melaporkan kepad a Perangkat Daerah yang 
menyele arakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebuda aan. 

(4) Perangka Daerah yang menyelen ggarakan urusan pemerintahan da erah di 
bidang ebu dayaan m elakukan pemeriksaan terhadap penyim panan 
sebagaim a dimaksu d pada ayat (3). 

(5) Dalam h hasil pemeriksaan seba gaim ana dim a ksud p a d a aya (4) terbukti 
penyim p annya tidak mem enu h i ketentu an seba gaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), erangk a t Daerah yang menyelen ggarakan u rusan pemer intahan 
daerah d bidang kebudayaan m em erintahkan kepada Setiap Orang yang 

penyimpanan untuk memindahkan Cagar Budaya. 

Pasal4 1 

Dalam hal egiatan m enyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana 
dimaksud da Pasal 40 m enyebabkan terjadinya pemindahan danl atau 
pemisahan C gar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya 
harus mengaj kan izin pemindahan danl atau pemisahan kepada Bupati. 

Pasal42 

(1) Permoho an 1Zln pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana 
dim aksu dalam Pasal 41 harus disampaikan melalui surat permohonan 
kepada pati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerint an daerah di bidang kebudayaan dengan melampirkan: 
a. foto opi identitas pemohon; 
b. do men rencana pemindahan danl atau pemisahan; dan 

persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya. 
(2) rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana 

pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: 
a. mak ud dan tujuan; 
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b. foto an deskripsi eagar Budaya; 
c . lokas asli; 
d. tujuan; dan 
e. 

Pasal43 

(1) Perangka Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang ke udayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan 
izin pemi dahan danl atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42. 

(2) s ebagaimana d imaksud p a d a ayat (1) dilakuka n dengan 
bangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, k eter awatan, 

k easlian, erta nilai-nilai yang melekat pada eagar Budaya dan m a syarakat. 
(3) Berdasar an hasil verifikasi seba gaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

esuai d ngan kewenangan m engeluarkan izin pemindahan danl a -au 
p emisaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) h ari k erja 
t erhitung sejak permohon an izin diterima. 

(4) Izin pe ·ndahan dan/ atau pemisahan eagar Budaya seba gaimana 
dimaksu pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan d anl atau 
pem isaha : 
a. t id sesuai dengan izin pem indahan danl a tau p em isaha n eagar 

Bud ya ; atau 
b. terb kti menyebabkan keru sakan e a gar Budaya. 

(5) Dalam h 1 berdasarkan h asil verifika s i s ebagaimana d imaksud p a d a ayat 
(2) perm honan izin p emindahan dan I a tau pemisahan ditolak, Bupati 
ses ai d ngan kewenangan wajib memberitahukan alasan pen olakan 
beserta p rtim bangan penolakan kepada pemoh on paling lama 14 (empat 
bela s) h i kerj a terhitung sejak perm ohonan izin diterim a . 

Para graf 3 
Pen gamanan 

Pasa1 44 

(1) Pengam an eagar Budaya s e b a ga imana dimaksu d dalam Pa s al 34 huruf 
b dilaku an untuk menjaga d an m encegah terjadinya kehilangan, 
kerusaka , kehancura n, atau kemusnahan. 

(2) Pengam an eagar Budaya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
dilakuk dengan m emberi pelindung, m enyimpan, dan/atau 

kan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan 
manusia. 

Pasal45 

(1) an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh 
ani atau yang menguasai eagar Budaya dengan pendanaan 
g oleh pemilik danl atau yang menguasainya. 

(2) an eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
oleh juru pelihara danl atau polisi khusus yang diangkat oleh 

Bupati. 
(3) Pengang atan juru pelihara danl atau polisi khusus sebagaimana 

dimaksu pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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(4) Dalam ha pemilik danjatau yang menguasai eagar Bu daya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mampu m elakukan pengamanan, Perangkat 
Daerah y ng menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
kebudaya dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara danj atau 
polisi khu us. 

Pasal46 

(1) Perangka Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang ebudayaan melakukan pembinaan danj ata u pemantauan 
terhadap engamanan eagar Budaya. 

(2) Dalam h pemilik danj a tau yang menguasai e agar Budaya tidak 
mela kuk Pengamanan s esuai s tandar Pengamanan eagar Budaya, 
Perangka Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan da era h di 
bidang ke udayaan dapat mengamb il alih Pengamanan dengan pendan an 
ditanggu g oleh pemilik danj atau yang menguasainya. 

Pa sal 47 

(1) g dilarang m embawa e agar Bu daya ke luar wilayah Daerah 
n gan izin Bup ati . 

(2) Izin seb dimaksud pad a ayat (1) dapat diberikan untuk 
kep en tin 
a. Pen e itian; 
b. pro osi kebudayaan; danj a tau 
c. 

Pasal 48 

(1) Perm oho an izin m embawa eagar Budaya ke luar wilayah Daerah 
seba gaim a dim aksud dalam Pasal 47 h arus disampaikan mela lu i surat 
perm oh o a n kepada Bupati melalui Perangka t Daerah yang 
menyelen arakan u rusan pemerin tahan daerah d i bidang k ebudayaan 
dengan lampirkan: 
a. foto p i iden titas pemohon; 
b. do en renca na pembawaan eagar Budaya ; 
c. sura persetujuan dari pemilik a ta u yang menguasa i Benda eagar 

Bud ya; dan 
d. foto pi dokumen perjanjian kerja sama , jika ada. 

(2) Dokumen rencana pembawaan eagar Bu daya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) h ruf b paling sedikit m emuat: 
a. mak ud; 
b. loka i tujuan; 
c. jadw 1 pelaksanaan; 
d. foto an deskripsi Benda eagar Budaya; 
e. peng masan; 
f. a transportasi; dan 
g. in kegiatan. 

Pa sal49 

(1) Perangka Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang ebudayaan melakukan veriflkasi terhadap permohonan izin 
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membaw eagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pa al 48. 

(2) an hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
menerbit an izin membawa eagar Budaya dalamjangka waktu paling lama 
7 (tujuh) ari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap. 

(3) Dalam h berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) permo onan izin membawa eagar Budaya ditoIak, Bupati memberikan 
alasan pe olakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam 
jangka w ktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan 
izin diteri a . 

Paragraf 4 
Sistem Zonasi 

Pasal 50 

(1) an e a gar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas kelu a san 
faatan ruang m elalui sistem Zonasi sebagaimana dimaksu d dala 

uru f c, berdasarkan hasH kajian. 
(2) nasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dapat terdiri a ta 

a. inti; 
b. penyangga; 
c. Pengembangan; dan/ a tau 
d. zon penunjang. 

(3) Zon a inti sebagaimana d imaksud pa da ayat (2) h uruf a merupakan area 
Pelin du n an utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situ eagar 
Bu daya ani atau Kawa sa n eagar Budaya. 

(4) Zon a p en angga sebagaimana dimak su d pada ayat (2) huruf b m erupakan 
area yan melindungi Zona Inti. 

(5) Zon a Pe gem bangan sebagaimana dimaksud pada aya t (2) h uruf c 
mer u pak area yang diperuntu kka n bagi Pengembangan po en s i eagar 
Budaya. 

(6) Zona pen njang sebagaimana dimaksud p a da ayat (2) hu ru f d merupakan 
area y g diperuntukkan bagi penem patan sarana dan prasarana 
penunJ g serta untu k m endu kun g kegiatan kom ersial dan rekreasi 
umum. 

(1) 

(2) 
satu zon 
Komposi 
keadaan 
Bangun 
budayay 
Budaya. 

Pasa15 1 

gaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat terdiri atas lebih dari 
pada setiap Situs eagar Budaya atau Kawasan eagar Budaya. 

i jumlah zona, penempa tan, dan keluasan dibuat berdasarkan 
dengan mengutamakan Pelindungan Benda eagar Budaya, 

eagar Budaya, Struktur eagar Budaya, dan/ atau lanskap 
ng berada di dalam Situs eagar Budaya dan/ atau Kawasan eagar 

Pasal 52 

(1) nasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mengatur fungsi 
ruang pa a eagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. 

(2) Sistem onasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupak pengaturan ruang di atas dan/ atau di bawah eagar Budaya 
baik di d at maupun di air sesuai dengan peruntukannya. 
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(3) Sistem Z nasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
rnerupak n pengaturan ruang Situs eagar Budaya dan Kawasan eagar 
Budaya s suai dengan peruntukannya. 

Pasal53 

(1) nasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan setelah 
pengkajian. 

(2) Pengkajia terhadap ruang Situs eagar Budaya atau Kawasan eagar 
Budaya s ba gaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan oleh Perangkat 
Daerah y g menyelenggarakan u rusan pemerintahan da era h di bidang 
kebuday ser ta Perangkat Daerah terkait. 

(3) Pengkaj i seba gaim ana dimaksu d pada ayat (1) , dengan melibatkan: 
kem nterian/lembaga terkait; dan 

b. akad misi. 
(4) Kaj ian se agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan u tuk 

en entu an sistem Zonasi dengan m emperhatikan: 
a . pelu g peningkatan kesejahteraan rakyat; 
b . kep e tingan negara dan kepentingan daerah; 
c. kepa atan dan persebaran e agar Budaya; 
d. Pele tarian kebudayaan pendu kung Cagar Budaya yang rna ih h idup 

di m syaraka t; 
e . ling n gan alam; dan 
f. siste Zonasi lain. 

Pasal54 

(1) Berda sar an h asil pen gkaj ian s eb a gaimana d irnaksud dalam Pa al 53, 
Bupati m n etapkan sistem Zonasi e agar Budaya . 

(2) Sistem onasi e agar Budaya sebagaimana dimaksud pa yat (1) 
terintegr si dengan dalam dokum en rencana tata ruang. 

Paragraf 5 
Pemeliharaan 

Pasal55 

(1) Pemeliha a an sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 h u ruf d dilakukan 
oleh Bup ti dan Setiap Orang. 

(2) Bupati m rnelihara e agar Bu daya yang dim iliki dan/atau dikuasainya. 
(3) Setiap 0 ang wajib memelihara eagar Budaya yang dimiliki danl atau 

dikuasai ya. 
(4) Pemelih aan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakuk dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan 
langi kerusakan akibat pengaruh alam danl atau perbuatan 

manUSla. 
(5) Perawat untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dirnaksud 

pada aya (2) dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala. 
(6) Perawat untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana 

dimaksu pada ayat (3) dilakukan dengan cara: 
a. pem ersihan; 
b. pen wetan; danl atau 
c. perb 'kan atas kerusakan. 
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untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada 
pat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern, 
kan melalui tahap: 

a. teknis perawatan; 
b. pel sanaan perawatan; dan 
c. pem ntauan. 
Perawat eagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak 
proses pe gangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara 
khusus, ang dilakukan melalui: 
a. des inasi; 
b. stud teknis perawatan; 
c. pel sanaan perawatan; dan 
d. tauan. 

Pasal 56 

(1) eliharaan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pas 155 
kepada pemilik danl atau Setiap Orang yang mengua ai. 

(2) Pemilik dan I atau Setiap Orang yang menguasai eagar Budaya 
s bagai a dimaksud pada ayat (1) tidak mampu m em biayai 
P meliha a an dapat mengajukan permohonan bantuan Pemelih araan 
kepa da B pati, disertai dengan surat keterangan tidak m ampu dari ejabat 
ya g be enang. 

(3) Tata car pengajuan permohon an bantuan pemeliharaan eb agaimana 
pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan per ndang-

Paragraf6 
Pemugaran 

Pasal57 

(1) sebagaimana d imaksud dalam Pasal34 huruf e dilaku an oleh: 
a. Bu p ti; danl atau 
b. Seti p Orang. 

(2) Pemugar n oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
setelah b rkoordinasi dengan Menteri. 

(3) Pemugar oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dapat ilakukan setelah mendapatkan izin Bupati. 

Pasal 58 

(1) garan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat 
an melalui surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat 
ang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

kebuday an, paling sedikit memuat: 
a. iden itas pemohon; 
b. iden itas Bangunan eagar Budaya danl atau Struktur eagar Budaya 

yan akan dipugar; dan 
c. wak u pelaksanaan Pemugaran. 

(2) Surat pe ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 
a. foto opi keputusan Penetapan eagar Budaya yang dilegalisir; 
b . opi surat keterangan Kepemilikan eagar Budaya yang dilegalisir; 
c. en studi kelayakan untuk dapat dipugar; 
d. do men rencana studi teknis dan rencana Pemugaran; 
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e. do men informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi 
kons ltan;dan 

f. sura keterangan pendanaan. 

Pasal 59 

(I) Perangka Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang ebudayaan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin 
Pemugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 
memperf bangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, 
keaslian, erta nilai-nilai yang m elekat pada eagar Budaya da n m asyarakat. 

(3) Berdasar an hasil verifikasi sebagaimana d imaksud pada aya t (1) , Bupati 
m en erbit an izin Pemugaran e agar Budaya dalam jangka waktu aling 
lama 14 ( mpat belas) hari kerja terh itung sejak permohonan izin iter·m a. 

(4) Dalam h berda sarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada yat 
(I) perm honan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjela san 
alasa n p olakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon d alam 
j gk a aktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhit ng sejak 
p rmoho an izin diterima. 

Pem berian izi 
memperol h 
menyelenggar 
ketentuan pe 

Pasal 60 

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 setelah 
ajian teknis dari unit organisasi pada kem enteria yang 
an u rusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai 

turan perundang-unda ngan. 

Pasa l6 1 

Setiap Orang yang m elakukan Pemugaran e agar Budaya didampin gi oleh 
Perangka t D erah yang menyelenggarakan u rusan pem erintahan daerah di 
bidang ke u d yaan. 

Pasal62 

(1) Pemugar terhadap Bangun an eagar Budaya dan/atau Struktur eagar 
Budaya dilakukan dalam satu kesatuan atau kompleks untuk 

alikan kondisi fisik yang rusak. 
(2) sik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, 
danl ata melendut pada struktu r maupun komponen Bangunan eagar 
Budaya ani atau Struktur eagar Budaya. 

(3) Pemugar n Bangunan eagar Budaya danl atau Stru ktur eagar Budaya 
memper atikan: 
a. kea lian bahan, bentuk, tat a letak, gaya, danl atau teknologi 

pen erjaan; 
b . kon isi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil 

mu gkin; 
c. pen gunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; 

dan 
d . kom etensi pelaksana di bidang Pemugaran. 
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Pasal63 

Pemugaran te hadap Bangunan eagar Budaya danl atau Struktur eagar Budaya 
dilakukan de an tahapan: 
a. praPemu aran; 
b. Pemugar ; dan 
c. pascaPe ugaran. 

Pasa164 

(1) Tahapan praPemugaran sebagaimana dim aksud dalam Pa sal 62 huruf a 
meliputi egiatan: 
a. s tud kelayakan; 
b . s tud teknis; dan 
c . pere canaan Pemugaran. 

(2) Stu di kel yakan sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf a dilaku an 
untuk m netapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian a t s ilai 
s ejarah an kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan e agar 

u daya ani atau Struktur eagar Budaya. 
(3) Stu di te is sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b m erupakan 

k gia tan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan peren canaan 
P mugar 

(4) Perencan an Pemugaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) h uruf c 
m eliputi ata cara dan teknik Pem u garan berdasarkan da ta s tudi te nis. 

Pasal 65 

(1) Pem u gar n sebagaima na dimaksud dalam Pa s al 62 h uruf b d ila kukan 
den gan cara memp erb aiki, memperkuat, danl atau me gawetkan 
Bangun e agar Budaya dan/atau Struktur e a gar Budaya. 

(2) Pem u gar sebagaimana d im aksu d pada ayat (1) dilakukan den gan cara 
rekon st ksi, konsolidasi, rehabilita s i, dan restorasi. 

(3) Keandal Bangunan e agar Bu daya h arus memperh a tikan per syaratan 
tan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan se u ai dengan 

pera tu ran p erundang-undangan di bidang bangunan gedung. 
(4) ata s Bangun an eagar Budaya dan lin gkungan e agar Budaya 

hanya d at dilakukan sepanjang tidak m engubah nilai danl a tau karakter 
eagar B daya yang dikandungnya. 

(5) Pemugar n Bangunan eagar Budaya dan lingkungan eagar Budaya yang 
dilakuk menyalahi ketentuan fungsi danl atau karakter eagar Budaya 

embalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai 
dengan tentuan peraturan perun dang-undangan. 

Pasal 66 

Pemugaran te hadap Bangunan eagar Budaya danl atau Struktur eagar Budaya 
yang dilakuk pada saat pascaPemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 huruf c di aksanakan dalam bentuk penataan laban dan lingkungan Situs 
eagar Buda dan/atau Kawasan eagar Budaya, yang bertujuan untuk 
k elestarian B gunan eagar Budaya dan I atau Struktur eagar Budaya. 
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Pasal67 

(1) Tahapan Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampal 
dengan P sal 65 dilakukan melalui: 
a. Pene itian; 
b. pen okumentasian; dan 
c. pen wasan. 

(2) Tahapan emugaran melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan 
yang dip oleh dalam seluruh proses Pemugaran. 

(3) Tahapan Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud 
pada aya (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai 
yang ter dung dalam eagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan 
foto a ta film sebagai sumber informasi bagi Pengembang .n dan 
Pem anfa tan eagar Budaya. 

(4) Tahapan Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaks pa da 

(I) 

(2) 

(1) 

(2) 

aya t (1) ruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin an 
kan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari 

r n ana an tujuan yang telah ditetapkan. 

Bu pati d 
Pemugar 
berupa d 
Pem beria 
sesu a i de 

Pengem b 
(1) huruf 
Pengemb 
dapat dil 
a. lZln 
b. izin 

Pasa168 

pat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang m elakukan 
Bangunan eagar Budaya danl atau Struktur eaga r udaya 

a danl atau fasilitas . 
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak nakan 

gan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pengem banga n 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 69 

ngan eagar Budaya seba gaimana d imaksud dalam Pa sal32 ayat 
dapat dilakukan oleh Bupati danl a tau Setiap Orang. 
gan eagar Budaya s e bagaim ana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ukan setelah memperoleh: 

upati; dan 
emilik danl atau yang menguasai e agar Budaya . 

Pasal 70 

(1) Pengemb ngan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal69 ayat 
(1) dil an melalui kegiatan: 
a . Pen litian; 
b. Revi alisasi; dan 
c. Ada tasi. 

(2) Pengemb gan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disertai engan pendokumentasian, berupa: 
a. lapo an proses kegiatan; dan 
b. has ' Pengembangan eagar Budaya. 
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Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan eagar Budaya 
sebagaim a dimaksud pada ayat (2) d iserahkan kepada Bupati, pemilik 
danl ata yang menguasai eagar Budaya. 

Peneliti 
bertuju 
memper 
Peneliti 
P n eliti 

Paragraf2 
Penelitian 

Pasal 71 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (I) huruf a 
untuk menghimpun informasi serta mengungkap, 

alam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus men dap tkan izin 
dari Bupati. 

Pasal 72 

(I ) Izin Pen litian sebagaimana dim aksud dalam Pasal 71 ayat (2) dapat 
diperole berdasarkan surat permohonan kepada Bupati. 

(2) Permoho an sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disarnpaikan m elalui 
Perangk t Daerah yang m enyelenggarakan u rusan pemerintahan daerah di 
bidang k budayaan dengan melarnpirkan: 
a. foto opi identitas pemohon; 
b. pro osal Penelitian; 
c. t pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan 

publikasikan hasil Penelit ian; 
d. sur t persetujuan dari pemilik atau yang menguasai eagar udaya; 

dan 
e. foto opi dokumen perjanjian kerja sarna dengan lem baga pe didikan 

lembaga Penelitian d i bidang arkeologi jika Penelitian 
gunakan m etode ekskavasi. 

(3) sebagaim ana dimaksud pada ayat (2 ) huruf d dik cualikan 
Bupati sesuai dengan peringkat eagar Bud ya m erupakan 

pemilik ani atau yang menguasai e agar Budaya. 
(4) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 

a. folio peneliti; 
b. Budaya yang akan diteliti; 
c. riw at Penelitian; 
d. met de Penelitian; 
e. tuju Penelitian; 
f. jan a waktu Penelitian; 
g. 10k i Penelitian; dan 
h. su er dana. 

Pasal 73 

(1) Perangk t Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang k budayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan 
izin Pene ·tian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. 

(2) Verifikas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mempert mbangkan: 
a. prin ip kearnanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat 

pad eagar Budaya; dan 
b. ke faatan hasil Penelitian bagi Pengembangan eagar Budaya. 
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(3) Veriflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
melibatk Tenaga Ahli Pelestarian. 

Pasal 74 

(1) Berdasar an hasil veriflkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bupati 
sesuai d ngan kewenangan mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka 
waktu ping lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan 
izin diter rna. 

(2) Dalam h 1 berdasarkan hasil veriflkasi s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) perm hon an izin Penelitian ditolak, Bupati member itahukan alasan 
penolak beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka 
waktu p ing lama 14 (empat bela s) h ari kerja terhitung sejak permohonan 
izin diter rna. 

(3) Izin Pene itian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabu pa ila 
p laksan an kegiatan Penelitian: 

(1 ) 

a . tid sesuai dengan tujuan Penelitian; dan I atau 
b . ebabkan eagar Budaya rusak, hilang, danl atau musn a baik 

Penelitia 
lem baga 
berlaku 
Pasal 74 

h maupun bagian-bagiannya. 

Pasal 75 

eagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, 
Penelitian dan Pengem bangan asing, atau warga negara asing 
etentuan sebagaimana d iatur dalam Pasal 71 sampai dengan 

(2) Sebelum mendapatkan izin Penelitian sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), 
perguru tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan a si g, atau 
warga n gara asing harus terlebih dahulu men dapatkan izin Penelitian 
se uai d ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 76 

Hasil Peneliti dalam rangka Pengembangan eagar Budaya digun a kan untuk: 
a. tkan kualitas informasi tentang nilai-nilai bu daya; 
b. evitalisasi; danl a tau 
c. ersiapan Adaptasi. 

Paragraf 3 
Revitalisasi 

Pasal 77 

(1) Revitalis si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b 
dilakuka terhadap Situs eagar Budaya dan Kawasan eagar Budaya, 
dengan elakukan kegiatan yang berupa: 
a. me ata kembali fungsi ruang; 
b. me umbuhkan kembali nilai budaya; dan 
c. me guatkan informasi tentang eagar Budaya. 

(2) Dalam elakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemilik tau yang menguasai eagar Budaya harus mendapatkan lZln 
Revitalis si dari Bupati. 
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(3) Permoho an izin Revitalisasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) 
disampai an melalui surat permohonan dengan melampirkan: 
a. foto opi identitas pemohon; 
b. gam aran umum Situs eagar Budaya atau Kawasan eagar Budaya; 
c. sura persetujuan pemilik danj atau yang menguasai Situs eagar 

Bud ya danjatau Kawasan eagar Budaya bagi pemohon yang bukan 
pem lik danj atau yang menguasai; 

d. do men rencana kegiatan Revitalisasi; 
e. hasi kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan 
f. foto opi izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama 

ika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan 
n an. 

Pasal78 

(1 ) P rangk Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daera h di 
idang k budayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permoh nan 

izin Revi lisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. 
(2) erifik as sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan engan 

mempert mbangkan: 
a . prin ip keamanan, keterawatan, keas lian, dan nila i-nilai yang m elekat 

pad Situs eagar Budaya dan Kawasan eagar Budaya; dan 
b. kern faatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 

m e pertahankan cir i budaya lokal. 
(3) Verifikas sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dilakukan dengan 

m libatk unit organisasi pada kementerian yang menyel n ggarakan 
u rusan emerin tahan di bidang k ebudayaan. 

Pasal 79 

(1) an hasil verifikasi sebagaim ana d imaksud dalam Pasal 78 , Bupati 
rka n izin Revitalisasi dala m j a ngka waktu paling lam 14 (empat 
i kerja terhitu ng sejak perm ohonan izin diterim a. 

(2) berdasarkan hasil verifikasi sebagaim ana dimaksu d pad a ayat 
(1) perm honan izin Revitalisasi ditolak, Bupati wajib mem beritahukan 
alas an p n olakan beserta pertimbangan pen olakan kepada pem ohon dalam 
jangka aktu paling lama 14 (empat belas) h ari kerja terhitung sejak 
permoho an izin diterima. 

(3) Izin Revi alisasi sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dapat dicabut dalam 
hal pel sanaan kegiatan Revitalisasi: 
a. tida sesuai dengan tu juan Revitalisasi; danj a tau 
b. me ebabkan Situs eagar Budaya a tau Kawasan eagar Budaya 

bes rta benda, struktur, danj atau bangunan yang ada di dalamnya 
me 'adi rusak, hilang, danjatau musnah baik seluruh maupun 
bagi -bagiannya. 

Paragraf 4 
Adaptasi 

Pasal80 

(1) Adaptasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) 
huruf c ilakukan terhadap Bangunan eagar Budaya a tau Struktur eagar 
Budaya, engan melakukan kegiatan yang berupa: 
a. me pertahankan nilai-nilai yang melekat; 



(2) 

(3) 
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b. bah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; 
c. men bah susunan ruang secara terbatas; danjatau 
d. me pertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan 

este ika lingkungan di sekitarnya. 
Dalam m lakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik 

menguasai eagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi. 
mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap ketentuan perizinan Adaptasi. 

Bagian Keempat 
Pem anfaatan 

Paragraf 1 
Um u m 

Pasal 81 

(1 ) em anfa tan eagar Budaya sebagaimana d im aksud dalam Pasal32 ayat (1) 
h u ruf c ·lakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian eagar Budaya 
dan peni gkatan kesejahteraan m a syarakat. 

(2) Pem anfa tan Situs eagar Budaya danj ata u Kawasan e a gar Budaya harus 
se u ai d n gan Zon asi berdasarkan pemba gian zona yang telah diteta pkan. 

(3) Pem anfa tan e agar Bu d aya s e ba gaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat 
dilakuk untuk kepentingan: 
a. 
b. 
c . 
d. 
e . 
f. 

a g a· , 
1· , 
idikan; 
pengetahuan dan tekno1ogi; 
dayaan;dan 
·s a ta. 

Pa sal82 

(1) Setiap rang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaa tan e a gar Budaya 
dengan engajukan permohonan k epada Bu p a ti . 

(2) Fasilitas Pemanfa atan dan promosi eagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada ay t (1) berupa: 
a. pe berian izin Pemanfaatan; 
b. duk ngan Tenaga Ahli Pelestar ian; 
c. duk ngan dana; danj a tau 
d. pel ihan. 

Pasal83 

(1) tan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat 
oleh: 

a. Seti p Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam 
Pe anfaatan untuk kepentingan agama, so sial, pendidikan, ilmu 
pen etahuan dan tekno1ogi, kebudayaan, dan pariwisata; atau 

b. Seti p Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial. 
(2) tan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

an setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati. 
(3) Pemanfa tan eagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) uruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan. 
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(4) an !Zln Pemanfaatan s ebaga imana dimaksud pa da ayat (2) 
leh Setiap Orang yang m emanfaatkan Cagar Bu daya. 

(5) Permoho an izin Pemanfaatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampai an me1alui sur at permoh on an dengan melampirkan: 
a. foto opi identitas pemohon; 
b. do men rencana Pemanfaatan; dan 
c. sura persetujuan dari pemilik atau yang m enguasa i Cagar Budaya 

jika emohon bukan pemilik a tau yang menguasai. 
(6) Dokume rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) 

huruf b t rdiri atas: 
a . mak u d dan tujuan; 
b. n am dan lokasi Cagar Budaya; 
c. g lingkup; 
d . I pelaksanaan; 
e . kegiatan; 
f. penj in kegiatan; 
g. iden itas pemohon; dan 
h . pers n il/peserta. 

Pasal84 

(1) Perangk Daerah yang m enyelenggarakan u rusan pemerintahan daerah di 
bidang k budayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan perm honan 
izin Pem faatan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal83 . 

(2) Verifikas' sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan dengan 
m em pert mbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, 
kea s lian, serta n ilai-nilai yang m elekat pada Cagar Budaya dan m syarakat. 

(3) Berdasar an h asil verifikasi sebagaimana dima ksud pada ayat (2) , Bupati 
gan kewenangan mengeluarkan izin Pemanfaa tan. 

(4) lzin Pem faatan Ca gar Budaya sebagaimana dimaksu d pada yat (3) 
dica but em anfaatannya, apabila: 
a . t id sesuai den gan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; danl a ta u 
b . ter b kti menyeba bkan kerusakan Cagar Budaya. 

(5) Dalam h berdasarkan hasil verifikasi s ebagaimana dimaksu d pada ayat 
(2) pe ohonan lZln Pemanfaa tan ditolak, Bupati sesuai dengan 
kewenan an wajib memberitahukan ala san penolakan beserta 
pertimb gan penola kan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 
14 (empa belas) hari keIja terhitung sejak permohonan izin diterima. 

Pasal85 

Perangkat D erah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang kebu ayaan melakukan pemantaua n terhadap Pemanfaatan Cagar 
Budaya yang ilakukan oleh Setiap Orang. 

Paragraf 2 
Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan 

Pasal86 

(1) Setiap 0 ang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara 
Perbany an setelah mendapatkan izin Bupati. 
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(2) Permoho an lZln sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Bupati elalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerint an daerah di bidang kebudayaan, paling sedikit memuat: 
a. iden itas pemohon atau pelaksana Perbanyakan; 
b. lat belakang dan tujuan Perbanyakan; dan 
c. iden itas eagar Budaya. 

(3) Permoho an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: 
a. do men yang memuat mengenru teknik, alat, dan proses 

yakan;dan 
b. sur t persetujuan dari pemilik atau yang men gua sai eagar Budaya 

jika emohon bukan pemilik atau yang m enguasai. 

Pasal87 

(1 ) Perangk t Daerah yang menyelen ggarakan urusan pemerintahan da era di 
bidang k budayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permoh nan 
izin Perb yakan sebagaimana dima ksud dalam Pasal86. 

(2) Verifikas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan dengan 
m em pert mbangkan prinsip keles tarian eagar Budaya. 

(3) B rdas an hasil verifikasi seba gaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 
s suai d n gan kewenangan mengelu arkan izin Perbanyakan dalam jangka 
wakt ping lama 14 (empat bela s) hari kerja terhitung sejak perm honan 
izin diter rna. 

(4) Izin Perb yakan e agar Bu daya seba gaim ana dimaksu d pada aya t (3 ) dapat 
di a bu t pabila dalam proses Perbanyakan tidak sesuai den gan teknik, 
ala t, dan proses Perbanyakan. 

(5) Dalam h berdasarkan hasil verifikasi seba gaimana dimaksud pada ayat 
(2) ohon an lZln Perbanyakan ditolak , Bupa ti sesuai dengan 
kewenan an wajib memberitahukan alasan pen olakan beserta 
pertimb gan penolaka n kepada pemoh on dalam jangka waktu pa li g larna 
14 (em p t belas) hari k erja terhitung sejak permoh onan izin diterim a. 

BABIV 
PENGELOLAAN KAWA SAN eAGAR BUD AYA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal88 

Penge10laan awasan eaga r Budaya dilakukan melalui kegiatan: 
a. aan; 
b. an; dan 
c. pengawa an. 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

Pasal89 

Perencanaan Pengelolaan Kawasan eagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf a meliputi: 
a . inventari asi potensi kawasan; dan 
b. penyusu an rencana Pengelolaan. 



-32-

Pasal90 

(1 ) Inventari asi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 
huruf a ilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi 
potensi k wasan. 

(2) Data d informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
terdiri at s aspek: 
a. ark ologi; 
b. ling ngan; 
c. eko omi; dan 
d. budaya. 

Pasal91 

(1) an rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pas 1 89 
dilaku kan berdasarkan hasil inventarisasi potensi ka w 'an 

sebagai ana dimaksud dalam Pasal89 huruf a. 
(2) encana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a t 

a . ren ana jangka panjang; dan 
b . ren anajangka pendek. 

Pasal 92 

(1) R ncan a jangka panjang sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 9 1 ayat (2) 
h u ruf a isusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) paling 
sed ikit emuat: . . . . 
a. VISI an m lSI; 

b. stra egi; 
c. kon isi saat ini; 
d. kon isi yang diinginkan; 
e. s ist m Zonasi; 
f. s ber pendanaan; dan 
g. pe antauan dan evaluasi. 

(3) Dalam p nyu sun an rencana jangka panjang sebagaimana dim a ksud pada 
ayat (1 ) engacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Bu daya. 

Pasal93 

(1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) 
huruf b isusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdas an rencana jangka panjang yang telah ditetapkan. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal94 

(1) Pelaks aan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam P sal 88 huruf b meliputi: 
a. Pe· dungan; 
b. Pen embangan; dan 
c. Pe anfaatan. 
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(2) mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan 
sebagai ana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 87 berlaku 
secara m tatis mutandis terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, 
dan Pem nfaatan Kawasan eagar Budaya. 

Bagian Keempat 
Pengawasan 

Pasal95 

(1 ) Pengawa a n Pengelolaan Kawasan eagar Budaya sebagaim ana dimaksud 
dalam P sal 88 huruf c dilakukan secara periodik setiap 1 (satu ) kali dalam 
1 (satu) t hun a tau sesuai kebutuhan. 

(2) Pengawa an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 
untu k: 
a . me· amin kelestarian Kawasa n eagar Budaya; 
b. me getahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; da 
c . upa a perbaikan Pengelolaan. 

(3) Hasil p ngawasan Pengelolaan Kawasan eagar Budaya seba gaimana 
dim aksu pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbang n dalam 
men entu an tindak lanjut Pengelolaan Kawasan eagar Budaya. 

Bagian Kelima 
Pengelola Kawasan 

Pasal96 

( 1) Pe gelol an Kawasan eagar Budaya dilakukan oleh badan pengel lao 
(2) Badan enge10la sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diben k dan 

ditetapk oleh: 
a. Bu ati; danl atau 
b. rna arakat hukum adat. 

(3) Ba an p ngelola sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dan ay t (2) dapat 
terdiri a t s unsur sebagai berikut: 
a. Pe erintah Daerah; 
b . du ·a usaha; dan 
c. rna yarakat. 

(4) Badan engelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksan an oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerin ahan daerah di bidang ke budayaan. 

(5) Badan engelola sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b 
dilaksan kan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh masyarakat 
hukum dat untuk mengelola Kawasan eagar Budaya. 

(6) Dunia u aha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat terdiri 
atas: 
a. bad usaha milik negara; 
b. bad usaha milik daerah; 
c. bad usaha milik desa; dan/atau 
d. bad usaha swasta yang berbadan hukum. 

(7) Dalam elaksanakan Penge101aan Kawasan eagar Budaya, badan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan 

Perangk t Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang ebudayaan. 
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BABV 
PENDAFTARAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA 

Pasal97 

( 1) Dalam r gka pelaksanaan Pendaftaran, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 
Budaya, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Tim seb gaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. me erim a permohonan Pendaftaran dan perizinan berkaitan dengan 

Pele tarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; 
b. ukan verifikasi, dokumenta si, dan penyusu n an deskripsi ODCB; 

c . mel kukan verifikasi permohonan perizinan berkaitan de an 
Pele tarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 

(3) Tim seb gaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Pera gkat 
a erah ang menyelenggarakan u rusan pemerintahan daerah di bidang 

kebu day an. 

BABVI 
INSENTIF DAN KOMPENSASI 

Bagian Kesatu 
Insentif 

Pasa198 

(1) Ins en tif dapa t diberikan oleh Bu pati kepada pemilik danj t u yang 
m engua ai e agar Bu daya yang telah melakukan Pelindungan Cagar 
Budaya . 

(2) Insen tif ebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapa t berupa : 
a . fasi itas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bu mi dan Bangunan, 

paj bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Da ah, danj atau pajak pen ghasilan; 

b. adv kasi; 
c. per a ntuan; atau 
d. ben uk lain bersifat nondana berupa t anda penghargaan. 

(3) Insentif alam bentuk fasilitas perpajakan sebagaim ana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a d ilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunda g-undangan tentang perpajakan. 

(4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b 
diberik melalui: 
a. pen ampingan hukum; 
b. pe belaan hukum; danjatau 
c. nas hat hukum. 

(5) Insentif erupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
terdiri a as bantuan: 
a. ten ga teknis; atau 
b. ten ga ahli. 
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Bagian Kedua 
Kompensasi 

Pasa199 

(I ) Kompens si dapat diberikan oleh Bupati kepada: 
a. p Orang yang memiliki danj atau menguasai eagar Budaya yang 

melakukan kewajibannya melindungi eagar Budaya; atau 
b. Seti p Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau 

loka i yang ditetapkan sebagai eagar Budaya. 
(2) Kompen asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. uan ; danjatau 
b. buk n u ang, berupa tanda penghargaan. 

BABVI 
PENGAWASAN 

Pasal 100 

Bupati melal i Perangkat Daerah yang m enyelenggarakan urusan pemeri t ahan 
daerah di bid ng kebudayaan melaksanakan pengawasan terhadap m s arakat 
yang melaku an Pelestarian eagar Budaya dengan cara monitorin g dan 
evaluas i. 

Pasal 101 

(I) Ma syar at ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian eagar 
Bu daya. 

(2) Pe gawa an oleh m asyarakat dalam Pelestarian eagar Budaya 
sebagai ana dimaksud pada ay a t (1) dila ksanakan dengan cara: 
a. antau upaya Pelestarian e agar Budaya; 
b. cegah terjadinya pe1anggaran; 
c . inta informasi kepada instansi a tau pihak terkait; 
d. beri m a su kan terhadap upaya Pelestarian eagar Budaya; 

atau 
e. m el porkan teIjadinya pelanggaran. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal102 

(I) Pendana penyelenggaraan Regis ter Nasional eagar Budaya bersumber 
dari an aran pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Pendana Pelestarian eagar Budaya danj atau ODCB menjadi tanggung 
jawab be sarna antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

(3) Pendana Pelestarian eagar Budaya bersumber dari: 
a. ang aran pendapatan dan belanja daerah; 
b. has I Pemanfaatan Cagar Budaya; danjatau 
c. su ber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

per turan perundangan-undangan. 
(4) Hasil Pe anfaatan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b milik Pemerintah Daerah masuk dalam penerimaan Pemerintah 
Daerah. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasall03 

Peraturan Bu ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap 
Bupati In! 

Tasikmalaya. 

rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

aparna 

JLAJI"lLU ..... ~ ZE N 
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